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RINGKASAN 
EKSEKUTIF

Policy Assessment The Indonesian Institute tahun 2022 di bidang hukum kali ini
mengangkat tentang partisipasi publik dan faktor penghambat proses legislasi
Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan
perubahan kedua Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). TII mengangkat topik ini berangkat
dari kunjung tidak disahkannya kedua regulasi hukum digital tersebut. Selain
permasalahan terkait dengan proses legislasi, tulisan ini akan mencoba untuk
mengulik secara objektif partisipasi publik dalam pembahasan kedua undang-
undang tersebut. Berdasarkan kajian kualitatif dengan pendekatan sosio-legal
dan normatif empiris, kajian ini mengajukan beberapa rekomendasi untuk dapat
menyelesaikan hambatan dalam proses legislasi RUU PDP dan perubahan
kedua UU ITE.

Pertama, DPR dan Pemerintah harus segera menyepakati bentuk kelembagaan
OPDP. Belum adanya titik temu terkait OPDP menjadi faktor belum disahkannya
RUU PDP yang turut serta berimplikasi pada tertundanya pembahasan
perubahan kedua UU ITE. Menjadikan OPDP sebagai sebuah lembaga
independen yang diisi oleh beberapa komisioner yang berasal dari unsur
praktisi, akademisi, dan perwakilan Kominfo sebenarnya telah menjadi satu
bentuk yang ideal.

Kedua, pembahasan dua rancangan undang-undang dapat dilakukan
menggunakan omnibus legislative technique. RUU PDP dan perubahan kedua
UU ITE dapat dilakukan secara bersamaan ketika telah terdapat format, metode,
dan teknik penyusunan undang-undang dengan menggunakan metode
omnibus yang dipadukan dengan kodifikasi hukum.
 
Ketiga, memasukkan ketentuan terkait dengan petisi online dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Penggunaan mekanisme tersebut bertujuan untuk membuat
masyarakat dapat berperan secara aktif untuk memberikan masukan kepada
DPR dalam proses pembentukan undang-undang. Melalui petisi online, maka
ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya kepada pembentuk
undang-undang terkait muatan isi yang terdapat dalam RUU PDP dan
perubahan kedua UU ITE.
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DAFTAR 
SINGKATAN

AJI                              = Aliansi Jurnalis Independen

APJII                           = Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

ATSI                           = Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia

Baleg                          = Badan Legislasi

DIM                            = Daftar Inventaris Masalah

DPR                            = Dewan Perwakilan Rakyat

ELSAM                       = Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

HRWG                        = Human Rights Working Group

ICJR                            = Institute for Criminal Justice Reform

Kemudi                      = Kelas Muda Digital

OPDP                         = Otoritas Perlindungan Data Pribadi

Panja                          = Panitia kerja

Prolegnas                  = Program Legislasi Nasional

Prolegnas Prioritas  = Program Legislasi Nasional Prioritas

RDPU                         = Rapat Dengar Pendapat Umum

RUU TI                       = Rancangan Undang-Undang Teknologi Informasi

SAFEnet                     = The Southeast Asia Freedom of Expression Network
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PENDAHULUAN
Penetapan empat puluh rancangan undang-undang dalam Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022 membuka lembar baru proses
legislasi beberapa regulasi hukum digital di Indonesia (bphn.go.id, 7/12/2021).
Pada daftar tersebut, terdapat Rancangan Undang-Undang tentang
Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan Perubahan Kedua terhadap Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE) yang merupakan usulan dari pemerintah. Namun, belum ada
perkembangan yang signifikan terhadap pembahasan dua regulasi hukum
digital tersebut.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)
belum ada perkembangan. Panitia kerja (Panja) Komisi I Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan pemerintah belum mencapai kata sepakat terkait perbedaan
sejumlah pandangan (medcom.id, 26/1/2022). Salah satu perdebatan yang
ternyata masih belum menemukan kata sepakat adalah mengenai Otoritas
Perlindungan Data Pribadi (OPDP). Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik
antar pihak pembentuk undang-undang juga menjadi faktor yang membuat
RUU PDP tidak kunjung selesai dibahas dan disahkan.

Keberadaan regulasi hukum terkait dengan perlindungan data pribadi menjadi
satu hal yang krusial bagi masyarakat secara umum dan posisi Indonesia yang
mendapatkan kepercayaan memegang Presidensi G20 Tahun 2022. Harus
diingat bahwa salah satu dari tiga isu prioritas yang diusung dalam Presidensi
G20 Indonesia adalah transformasi ekonomi berbasis digital
(kemenkopmk.go.id, 16/2/2022). Menjadi sebuah persoalan ketika Indonesia
sendiri yang mengusung isu prioritas, namun hingga saat ini belum
mengesahkan RUU PDP.

Perkembangan teknologi membuat hubungan ekonomi menjadi lebih mudah
dan mampu menembus batas jarak antar negara yang selama ini menjadi satu
faktor penghambat. Namun, Indonesia akan sulit untuk mendapatkan
kepercayaan dari komunitas global ketika belum terdapat sebuah undang-
undang yang secara khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan
terhadap data pribadi. Seyogyanya, menjadi sebuah keharusan bagi DPR
bersama dengan pemerintah untuk segera memecah kebuntuan pembahasan
RUU PDP.
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Selain kelindan permasalahan pembahasan RUU PDP, pemerintah juga
mengusulkan perubahan kedua terhadap UU ITE. Namun, nasib naskah
perubahan terhadap undang-undang a quo hampir serupa dengan RUU PDP.
Perubahan terhadap UU ITE juga merupakan salah satu langkah penting untuk
melakukan reformasi dan perbaikan terhadap regulasi hukum digital di
Indonesia, terutama mengingat beberapa pasal multitafsir dalam undang-
undang tersebut seringkali digunakan untuk memenjarakan suara kritis
masyarakat di ruang digital (Adinda, 2021). Oleh karena itu, melakukan
perubahan kedua terhadap UU ITE menjadi satu langkah yang dibutuhkan
untuk membuat undang-undang tersebut menjadi produk hukum progresif di
Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)
Mahfud MD menyampaikan bahwa Presiden sudah secara resmi mengirimkan
Surat Presiden (surpres) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi
UU ITE. Surat tersebut bernomor R-58/Pres/12/2021 dengan perihal Perubahan
Kedua atas UU ITE dan melampirkan satu berkas naskah RUU (Republika.co.id,
24/12/2021). Surpres tersebut juga merupakan langkah lanjutan yang dilakukan
oleh pemerintah setelah sebelumnya melakukan evaluasi terhadap subtansi
dan implementasi UU ITE pada pertengahan tahun 2021.

Perihal yang patut disayangkan adalah tidak kunjung dibahasnya naskah
perubahan terhadap undang-undang a quo. Hingga Masa Persidangan III Tahun
Sidang 2021-2022 berakhir pada tanggal 18 Februari lalu, DPR belum juga
menindaklanjuti surat presiden terkait hal tersebut. Padahal, perubahan UU ITE
merupakan atensi dan prioritas Presiden Joko Widodo (kompas.tv, 21/02/2022).
Perkembangan teknologi menjadi salah satu alasan untuk mendorong integrasi
terhadap pelbagai regulasi hukum digital di Indonesia. Oleh karena itu, tulisan
ini akan menggali lebih dalam tentang faktor penghambat proses legislasi RUU
PDP dan perubahan kedua terhadap UU ITE.
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PERTANYAAN
PENELITIAN

Bagaimana proses legislasi terkait dengan RUU PDP dan Perubahan Kedua
UU ITE?
Bagaimana strategi untuk dapat mengatasi faktor penghambat pembahasan
RUU PDP dan Perubahan Kedua UU ITE?

Pertanyaan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, sebagai berikut:
1.

2.
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METODOLOGI
PENELITIAN

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang penghambat proses legislasi
RUU PDP dan Perubahan Kedua UU ITE, penelitian akan menggunakan metode
mixed legal study atau dikenal juga dengan sosio legal, yaitu kombinasi antara
metode penelitian hukum doktriner atau normatif dengan metode penelitian
hukum empiris (Shidarta, 2009) atau yuridis sosiologis. Menurut Sunaryati
Hartono, penelitian hukum normatif dapat mencari asas hukum, teori hukum
dan pembentukan asas hukum baru (Hartono, 1994).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (legal research) dengan
memperhatikan proses pembahasan serta muatan isi dari RUU PDP dan
Perubahan UU ITE dari pelbagai sumber, seperti pemberitaan media massa dan
website resmi DPR RI terkait dengan perkembangan pembahasan rancangan
undang-undang yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini juga akan
menggunakan pendekatan konsep (conseptual approach). Pendekatan
konseptual (conceptual approach) dilakukan ketika penelitian tidak beranjak dari
aturan hukum yang ada.
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TINJAUAN PUSTAKA
Proses Pembentukan Undang-Undang
Maria Farida Indrati Soeprapto menjelaskan bahwa istilah “perundang-
undangan” (legislation), wetgeving, atau gesetgebung mempunyai dua
pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan yang merupakan proses
pembentukan peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di
tingkat daerah; dan kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan
negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat
pusat maupun di tingkat daerah. Pengertian perundang-undangan dalam
konstruksi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, merupakan sebuah aturan tertulis yang
mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula (Indrati,
2007).

Proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 (UU P3). Pada undang-undang a quo dijelaskan bahwa pembentukan
sebuah undang-undang sebagai legal policy pada dasarnya dimulai dari
perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan,
pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Demokrasi Partisipatif
Demokrasi partisipatif (participatory democracy) mengelaborasi formasi sosial
dan politik di masyarakat lebih luas dari kajian-kajian politik arus utama yang
lebih menitikberatkan pembahasan terkait demokrasi elektoral dan liberal yang
hanya mengkaji aspek-aspek prosedural demokrasi dan pembedaan wilayah
ruang publik dan privat (Wiratraman, 2010). Wacana demokrasi partisipatif
berusaha untuk memetakan, menganalisis dari pelbagai wilayah relasi kuasa di
mana pengelolaan dan pengambilan keputusan yang dibuat melalui komunitas
yang luas dan plural yang dapat diidentifikasikan lewat hak klaim dari warga
negara (claim rights citizenship) (Beetham, 1999).

Pada proses pembentukan undang-undang sebagai legal policy juga terdapat
ruang terlibatnya masyarakat yang lebih luas. Ketentuan tentang dibukanya
ruang partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang diatur dalam
Pasal 96 ayat (1) UU P3 yang menegaskan bahwa “Masyarakat berhak
memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.” Masukan yang diberikan oleh masyarakat
tersebut dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b.
kunjungan kerja; c. sosialisasi, dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.



Faktor Penghambat Pembahasan RUU PDP
RUU PDP masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas
Prioritas) tahun 2022 yang merupakan usulan dari pemerintah. Perkembangan
teknologi informasi yang beriringan dengan meningkatnya kasus pelanggaran
privasi di ruang digital merupakan salah satu alasan munculnya RUU PDP.
Regulasi hukum terkait dengan perlindungan data pribadi masyarakat di ruang
digital menjadi aturan dasar yang harus disediakan oleh negara untuk dapat
memberikan kepastian hukum terkait dengan transaksi masyarakat yang
dilakukan di ruang digital.

Saat ini, ketentuan yang secara spesifik membahas tentang perlindungan data
pribadi hanya terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE dan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data
Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo PDPSE). Satu pasal yang
terdapat dalam UU ITE terkait dengan perlindungan data pribadi hanya
mengatur tentang syarat persetujuan ketika menggunakan data pribadi
seseorang. Sementara, Permenkominfo PDPSE tidak dapat digunakan secara
optimal dalam proses penegakan hukum karena daya ikatnya yang tidak sekuat
undang-undang. Oleh karena ketiadaan regulasi hukum yang paripurna dalam
memberikan perlindungan data pribadi masyarakat di ruang digital, maka RUU
PDP menjadi satu produk hukum yang dibutuhkan.

RUU PDP sudah mulai disusun sejak tahun 2016. Sejak pertama kali resmi
masuk Prolegnas dan dibahas dari tahun 2019, RUU PDP selalu diharapkan
dapat rampung setiap akhir tahun. Namun, hingga memasuki pertengahan
tahun 2022, pembahasan RUU PDP tidak kunjung selesai. Hal ini menjadi salah
satu tendensi buruk dari DPR bersama dengan pemerintah selaku pembentuk
undang-undang dalam menjalankan fungsi legislasi yang diberikan oleh
konstitusi.

Pembahasan RUU PDP kembali tidak dilanjutkan di Masa Persidangan IV DPR
Tahun Sidang 2021-2022. Perpanjangan pembahasan akan kembali diajukan
kepada pimpinan DPR pada masa persidangan selanjutnya. Penghentian
pembahasan dinilai tidak mencerminkan komitmen pembentuk undang-undang
yang selalu mengklaim peduli terhadap keamanan data. Kabar pembahasan
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) tidak akan
dilanjutkan di Masa Persidangan IV Tahun Persidangan 2021-2022 disampaikan
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Muhammad Farhan.
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PEMBAHASAN



Pembahasan tidak dilanjutkan karena di akhir Masa Persidangan III DPR Tahun
Persidangan 2021-2022, Komisi I DPR tidak mengajukan permohonan
perpanjangan pembahasan RUU PDP kepada Pimpinan DPR. Dengan demikian,
pembahasan RUU PDP tidak akan dilanjutkan di masa sidang kali ini yang akan
memasuki masa reses pada 15 April 2022. Jika nantinya pembahasan ingin
dilanjutkan kembali, sembilan fraksi di DPR dan pihak pemerintah harus
mengajukan permohonan perpanjangan kepada pimpinan DPR (kompas.com,
31/3/2022).

Berdasarkan informasi terkait dengan perkembangan pembahasan RUU PDP di
website DPR pada bagian Prolegnas, sejak diusulkan pada 17 Desember 2019
hingga 8 April 2021, RUU PDP baru memasuki pembicaraan tingkat pertama.
Rapat Panja Pembahasan RUU PDP antara Komisi I DPR RI dengan Tim Panja
Pemerintah dalam rangka pembahasan materi Daftar Inventaris Masalah (DIM)
RUU PDP (dpr.go.id, 8/4/2022). Hal yang patut disayangkan informasi terbaru
terkait dengan perkembangan pembahasan RUU PDP tidak berkembang sejak
satu tahun yang lalu, bahkan saat ini dilakukan lagi penundaan terhadap
pembahasan rancangan undang-undang a quo.

Komisi I DPR telah mengajukan perpanjangan waktu pembahasan RUU PDP
sebanyak enam kali. Perpanjangan yang terakhir disetujui Rapat Paripurna DPR
pada 7 Desember 2021 untuk membahas RUU PDP pada Masa Persidangan III
Tahun Sidang 2021-2022. Namun, selama satu masa persidangan itu, tak
terlihat pembahasan secara formal sehingga soal kedudukan otoritas lembaga
pengawas data masih buntu. Mayoritas fraksi di Komisi I DPR tetap
menginginkan otoritas lembaga pengawas data yang independen, sementara
pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika ingin lembaga
pengawas di bawah Kemenkominfo (kompas.com, 31/3/2022). Kebuntuan
pembahasan yang diakibatkan oleh perebutan OPDP antara pemerintah dan
DPR menjadi contoh buruk proses pembentukan undang-undang di Indonesia.

Pada perkembangan dalam pembahasan lanjutan RUU PDP yang dilakukan,
telah dilakukan tiga kali pembahasan dalam Pembicaraan Tingkat I yang
dilakukan oleh DPR. Pertama, pada 18 Mei 2022 dalam rapat intern Panja RUU
PDP. Kedua, rapat intern panja Penyusunan RUU PDP yang dilaksanakan pada
23 Mei 2022. Ketiga, kembali dilaksanakannya rapat Panja RUU PDP pada 29
Mei 2022 (dpr.go.id, 9/6/2022). Hal yang disayangkan adalah tidak bisa
diaksesnya catatan rapat yang seharusnya dilampirkan di website DPR, sehingga
masyarakat tidak dapat mengetahui perkembangan pembahasan RUU PDP.
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Upaya pembaharuan hukum nasional akan terus menemui jalan buntu ketika
hal yang lebih sering terjadi antara pembentuk undang-undang adalah tarik
menarik kepentingan politik ketimbang memperhatikan kebutuhan hukum
masyarakat. DPR bersama dengan Pemerintah harus menunjukkan
keseriusannya untuk memberikan perlindungan yang paripurna terhadap data
pribadi masyarakat dengan meningkatkan akselerasi pembahasan RUU PDP
agar dapat segera disahkan.

Terus ditundanya pembahasan terhadap RUU PDP menjadi tendensi buruk bagi
pembangunan regulasi hukum digital di Indonesia. Perlu disadari bahwa
keberadaan RUU PDP merupakan salah satu aturan yang menjadi fondasi untuk
memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat di ruang digital.
Keputusan untuk menghentikan pembahasan RUU PDP merupakan salah satu
langkah mundur DPR dalam memberikan kepastian hukum terkait dengan
perlindungan data pribadi masyarakat, terutama di ruang digital. Namun dalam
konteks penghentian ini, DPR tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya pihak
yang bisa disalahkan. Pemerintah yang juga diberikan ruang oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk
membentuk undang-undang juga menjadi pihak yang harus bertanggung jawab
ketika terjadi kekosongan hukum (recht vacuum) terhadap regulasi hukum
tentang perlindungan data pribadi.

Faktor Penghambat Perubahan Kedua UU ITE
UU ITE merupakan salah satu produk hukum dilematis yang pada tahap
implementasi seringkali menjauh dari tujuan awal pembentukannya. Sebelum
disahkan pada tahun 2008, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
bersama Pusat Kajian Cyberlaw Universitas Padjajaran menyusun naskah
Rancangan Undang-Undang Teknologi Informasi (RUU TI). RUU a quo jelas
mengatur terkait dengan teknologi informasi yang diartikan sebagai suatu teknik
untuk mengumpulkan, menyiapkan, hingga menyebarkan informasi yang
mencakup data-data seperti pada program komputer, perangkat lunak, hingga
database (kompas.id, 8/3/2021). Berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat bahwa
telah terdapat kesadaran untuk membuat pengaturan hukum spesifik terkait
teknologi informasi yang muncul dari pemerintah dan kelompok akademisi.

Niat baik untuk memberikan perlindungan hukum yang paripurna kepada
masyarakat melalui UU ITE ternyata tidak sesuai dengan implementasinya.
Undang-undang a quo seringkali digunakan oleh individu maupun kelompok
tertentu untuk memenjarakan seseorang karena terdapat beberapa pasal
bermasalah dan multitafsir dalam UU ITE. Tujuan awal UU ITE yang
diperuntukan bagi perlindungan hak masyarakat di ruang digital, terutama
dalam memberikan perlindungan ketika mengakses teknologi informasi malah
berbalik digunakan untuk menjerat masyarakat menggunakan hukum pidana.
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The Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) memantau sejak
UU ITE disahkan pada tahun 2008, tercatat sebanyak 324 kasus setidaknya yang
terjadi hingga bulan Oktober 2020. Selain itu, di antara korban UU ITE, Lembaga
Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) juga mencatat bahwa setidaknya terdapat
sepuluh jurnalis pada tahun 2020 yang telah divonis bersalah menggunakan UU
ITE, mengenyampingkan fakta bahwa pers dilindungi Undang-Undang Nomor
40 Tahun 1999 tentang Pers (The Indonesian Institute, 2021). Lebih lanjut,
menurut laporan terbaru SAFEnet, sepanjang tahun 2021,  ada 38 orang yang
menjadi korban kriminalisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE). Angka tersebut jauh berkurang dibanding tahun 2020, di
mana jumlah korbannya mencapai 84 orang sekaligus menjadi yang terbanyak
dalam lima tahun terakhir. Kendati korbannya berkurang, SAFEnet menemukan
bahwa warga yang dituntut dengan UU ITE pada tahun 2021 paling banyak
berasal dari kalangan aktivis yang menyuarakan isu hak asasi manusia (HAM),
yakni mencapai 10 orang atau 26,3% dari total korban (katadata.co.id,
29/3/2022).

Meski revisi undang-undang tersebut telah dilakukan pada tahun 2016, namun
tidak menghentikan implementasi bermasalah yang telah berhasil
meningkatkan kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya terkait dengan
kebebasan berekspresi di Indonesia dari waktu ke waktu (Adinda, 2021). Hal
tersebut pada akhirnya mendorong Pemerintah bersama dengan DPR selaku
pembentuk undang-undang untuk segera melakukan perubahan kedua
terhadap UU ITE.

Semangat pemerintah untuk mendorong perubahan kedua terhadap UU ITE
dapat terlihat dari tindakan Presiden Joko Widodo yang sudah secara resmi
mengirimkan Surpres bernomor R-58/Pres/12/2021 kepada DPR untuk
memprioritaskan pembahasan revisi UU ITE. Namun hingga saat ini, DPR belum
memperlihatkan kemajuan yang berarti dalam melakukan pembahasan
terhadap revisi undang-undang a quo. Seharusnya ketika sudah terdapat
political will yang baik dari masing-masing pembentuk undang-undang, maka
proses pembahasan terhadap sebuah rancangan undang-undang akan dapat
berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan informasi terkait dengan perkembangan pembahasan perubahan
kedua terhadap UU ITE di website DPR pada bagian Prolegnas, sejak diusulkan
pada 17 Desember 2019 hingga 10 Mei 2022, perubahan kedua terhadap UU
ITE belum mulai dibahas (dpr.go.id, 8/4/2022). Wakil Ketua Badan Legislasi
(Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan perubahan kedua UU ITE akan dibahas
usai RUU PDP. 
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Willy menyebut kendala pembahasan revisi UU ITE lantaran adanya masalah
prosedur. Dia menjelaskan bahwa pembahasan RUU hanya bisa dilakukan satu
per satu, sehingga tidak bisa dilakukan pembahasan RUU berbeda dalam waktu
bersamaan (antaranews.com, 24/3/2022). Ketentuan yang terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan memang tidak membuka ruang untuk melakukan dua
pembahasan sekaligus, kecuali dalam rangka melakukan harmonisasi antar
undang-undang. Hal ini juga diakibatkan belum diaturnya mekanisme
pembentukan undang-undang dengan menggunakan omnibus legislative
technique pada ketentuan hukum tersebut.

Perlu diingat bahwa pembahasan terhadap RUU PDP juga tengah mandek
pasca memasuki masa reses anggota DPR pada 15 April 2022. Jika nantinya
pembahasan ingin dilanjutkan kembali, sembilan fraksi di DPR dan pihak
pemerintah harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada pimpinan
DPR. Selain itu, perjalanan RUU PDP juga masih cukup panjang karena masih
berada di pembahasan tingkat I, serta masih terdapat tarik-menarik antara DPR
dengan pemerintah terkait dengan pembentukan OPDP.

Ketika pembahasan terhadap perubahan kedua UU ITE harus menunggu RUU
PDP disahkan, maka akan masih panjang jalan yang harus ditempuh untuk
mengupayakan penghapusan pasal multitafsir dan bermasalah dalam UU ITE.
Padahal, tingginya angka pemidanaan di ruang digital yang menggunakan
beberapa pasal multitafsir dalam undang-undang a quo seharusnya telah cukup
menjadi alasan untuk segera melakukan perubahan terhadap produk hukum
tersebut.

Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi RUU PDP dan 
Perubahan Kedua UU ITE
Demokrasi perwakilan yang menjadikan DPR sebagai representasi masyarakat
ternyata tidak serta merta menutup hak publik untuk berpartisipasi secara aktif
dalam proses legislasi di Indonesia. Dibukanya ruang partisipasi masyarakat
dalam memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang yang tengah
dibahas oleh DPR merupakan salah satu fungsi social control yang dimiliki oleh
publik untuk mengawasi fungsi legislasi yang dilakukan oleh lembaga tersebut.
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Ruang bagi keterlibatan masyarakat telah dibuka oleh ketentuan yang terdapat
dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut
menegaskan bahwa:

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c.
sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. 
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan
atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan
Peraturan Perundang-undangan. 
(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan
dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan
Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh
masyarakat.

Pasal a quo mengisyaratkan bahwa masyarakat dapat memberikan masukan
atas sebuah rancangan undang-undang yang tengah dibahas oleh DPR
bersama dengan Presiden. Masyarakat dapat mengajukan masukan secara lisan
maupun tertulis pada tahap perencanaan ketika DPR melakukan kunjungan
kerja yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menerima
masukan dalam rapat Badan Legislasi. Masukan masyarakat itu disampaikan
secara langsung atau melalui surat ke pimpinan Badan Legislasi sebelum
dilakukan pembahasan rancangan prolegnas.

Seperti yang terjadi terhadap RUU PDP yang kembali masuk dalam daftar
Prolegnas Prioritas karena terdapat masukan dan dorongan dari pelbagai
kelompok masyarakat sipil di Indonesia. Salah satu kelompok yang konsisten
dalam mendorong dan memberikan masukan kepada DPR agar segera
melakukan pembahasan kepada rancangan undang-undang a quo adalah
Koalisi Advokasi RUU PDP, yang terdiri dari Lembaga Studi dan Advokasi
Masyarakat (ELSAM), Imparsial, LBH Pers, LBH Jakarta, ICT Watch, Kelas Muda
Digital (Kemudi), Perludem, SafeNet, Yappika-Action Aid, Human Rights Working
Group (HRWG), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Jakarta, dan
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Koalisi ini seringkali memberikan
masukan terkait dengan muatan isi, norma, hingga bagaimana implementasi
RUU PDP ketika nanti disahkan.
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Daftar Prolegnas Prioritas tahun 2022 juga memasukan perubahan kedua UU
ITE sebagai salah satu undang-undang yang harus segera dibahas. Rencana ini
diawali oleh pembentukan tim evaluasi UU ITE yang dibentuk oleh pemerintah
dan salah satu rekomendasinya adalah melakukan revisi terhadap beberapa
pasal yang dianggap multitafsir dalam undang-undang a quo. Hal tersebut
didasarkan kepada masukan masyarakat dari pelbagai unsur seperti kelompok
masyarakat sipil hingga para pihak yang pernah menjadi pelapor dan terlapor
dalam kasus yang menggunakan UU ITE.

Kemudian masyarakat juga dapat kembali turut serta secara terbatas pada
tahapan penyusunan. Hal tersebut dilakukan ketika dilakukan penyusunan
terhadap rancangan undang-undang yang diinisiasi oleh pemerintah yang
kemudian membentuk panitia antarkementerian dan antar non-kementerian
yang beranggotakan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum; kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait; dan perancang peraturan
perundang-undangan yang berasal dari instansi pemrakarsa rancangan
undang-undang tersebut. Namun, keterlibatan publik di dalam kepanitiaan itu
terbatas diwakili oleh ahli hukum, praktisi, atau akademisi yang menguasai
permasalahan yang berkaitan dengan materi rancangan undang-undang
(hukumonline.com, 3/11/2021).

Tahapan terakhir bagi masyarakat untuk memberikan masukan hanya pada
tahapan pembahasan. Publik dapat memberikan pendapatnya terkait dengan
rancangan undang-undang yang tengah dibahas pada pembicaraan tingkat I,
yaitu pada rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat
Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus bersama dengan menteri yang
mewakili Presiden. Masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan
dan/atau tertulis kepada DPR. Dalam hal masukan disampaikan secara lisan,
dilakukan dengan rapat dengar pendapat umum, pertemuan dengan pimpinan
komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan
Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran.

Pada proses pembahasannya, partisipasi publik dalam pembahasan RUU PDP
hanya terdokumentasi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I
DPR RI pada 9 Juli 2020. Rapat tersebut melibatkan beberapa kelompok
masyarakat sipil seperti Koordinator Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi,
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI),
dan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)
(openparliament.id, 17/9/2021). Selain catatan tersebut, tidak ditemukan
catatan lebih lanjut tentang keterlibatan publik dalam memberikan masukan
dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
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Pada RDPU tersebut, terdapat beberapa penjelasan dan masukan yang
diberikan guna menyempurnakan muatan isi yang terdapat dalam RUU PDP.
Koordinator Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi memberikan penjelasan
terkait dengan prinsip dan konsep dalam konteks perlindungan data pribadi
yang akan dimuat dalam rancangan undang-undang a quo. Kemudian Ketua
Umum APSI dan Ketua Umum APJII memberikan masukan mengenai strategi
pelindungan data pribadi bagi pengguna provider, layanan internet dan layanan
telekomunikasi lainnya di indonesia. Menampung dan mempertimbangkan
pandangan serta masukan tersebut merupakan hal penting yang dapat
membuat RUU PDP benar-benar dibentuk berdasarkan kebutuhan hukum
masyarakat.

Sejak masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2022, belum terdapat
catatan terkait dengan partisipasi publik dalam proses legislasi UU ITE. Selain
belum masuk dalam tahapan pembicaraan tingkat I, undang-undang tersebut
juga mengalami kemandekan dan belum kembali dibahas. Padahal telah
terdapat beberapa rekomendasi dari tim evaluasi UU ITE yang dapat digunakan
oleh DPR untuk melakukan perubahan kedua terhadap undang-undang a quo.
Namun, terdapat pernyataan dari DPR yang manyatakan bahwa pembahasan
perubahan kedua UU ITE baru akan dilakukan setelah RUU PDP disahkan. Hal
tersebut terjadi karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak membuka ruang agar
pembahasan sebuah rancangan undang-undang dapat dilakukan secara
bersamaan.

Hambatan tersebut muncul karena tidak terdapat pengaturan terkait dengan
penggunaan metode omnibus legislative technique dalam proses pembentukan
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara konseptual, teknik
pembentukan undang-undang dengan metode omnibus digunakan untuk
mengubah beberapa atau bahkan banyak undang-undang yang memuat
memuat pelbagai materi kebijakan yang saling berkaitan satu dengan yang
lainnya (Asshiddique, 2021). Artinya, teknik ini secara khusus hanya merupakan
metode perubahan undang-undang, dan tidak berlaku pada peraturan
perundang-undangan yang belum disahkan, dalam konteks hukum digital
seperti RUU PDP. Oleh karena itu, sistem kodifikasi sebenarnya dapat menjadi
jawaban untuk mengisi ruang kosong dari teknik omnibus dalam
pengintegrasian hukum digital (Hemi, 2021).
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RUU PDP dan perubahan kedua UU ITE dapat dilakukan secara bersamaan
ketika telah terdapat format, metode, dan teknik penyusunan undang-undang
dengan menggunakan metode omnibus yang dipadukan dengan kodifikasi
hukum. Selain memuat ketentuan terkait dengan teknik penyusunan undang-
undangnya, juga dibutuhkan mekanisme untuk membuat masyarakat dapat
berperan secara aktif untuk memberikan masukan kepada DPR dalam proses
pembentukan undang. Salah satunya adalah dengan menggunakan petisi online
dengan memasukkannya ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Hemi, 2021). Melalui
petisi online, maka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya
kepada pembentuk undang-undang akan menjadi lebih luas.

Sebelum langkah untuk mengakomodir ruang partisipasi publik yang lebih luas
melalui petisi online, hal yang perlu untuk diperhatikan oleh DPR dan
Pemerintah selain kebebasan berpendapatan masyarakat dalam proses
kebijakan, adalah keamanan data pribadi masyarakat ketika memberikan
masukkannya melalui cara tersebut. Petisi online pasti akan menghimpun data
masyarakat sehingga harus diperhatikan sejauh mana dan selama apa data-
data tersebut digunakan oleh pembentuk undang-undang. Perlindungan hukum
tersebut baru akan terpenuhi ketika RUU PDP berhasil disahkan.
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KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa
faktor penghambat pembahasan RUU PDP dan perubahan kedua UU ITE
yang dilakukan oleh DPR bersama dengan Presiden selaku pembentuk
undang-undang. Salah satu perdebatan yang masih menjadi perdebatan
antara pihak DPR dan pemerintah dalam pembahasan RUU PDP adalah
posisi kelembagaan baru, yaitu OPDP. DPR menginginkan agar OPDP
dibentuk menjadi sebuah lembaga baru yang bersifat independen.
Sementara, pemerintah bersikeras agar otoritas tersebut dibentuk di bawah
salah satu kementerian yang telah ada, yaitu Kominfo. Tidak kunjung
disahkannya RUU PDP juga menjadi faktor penghambat dalam pembahasan
perubahan kedua UU ITE, mengingat Wakil Ketua Baleg DPR RI mengatakan
perubahan kedua UU ITE akan dibahas usai RUU PDP.

Partisipasi publik dalam pembahasan RUU PDP hanya terdokumentasi dalam
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI pada 9 Juli 2020.
Selain itu, tidak ditemukan catatan lebih lanjut tentang keterlibatan publik
dalam memberikan masukan dalam pembahasan rancangan undang-
undang tersebut. Terkait dengan UU ITE, sejak masuk dalam daftar
Prolegnas Prioritas tahun 2022, belum terdapat catatan terkait dengan
partisipasi publik dalam proses legislasi terhadap undang-undang a quo.
Selain belum masuk dalam tahapan pembicaraan tingkat I, undang-undang
tersebut juga mengalami kemandekan dan belum kembali dibahas. Sulitnya
menemukan dokumentasi dan catatan pembahasan terhadap undang-
undang tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat masyarakat
untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan.
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REKOMENDASI
Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh DPR
bersama dengan pemerintah selaku pembentuk undang-undang untuk
mengatasi faktor penghambat pembahasan RUU PDP dan perubahan kedua
UU ITE. Selain itu, dibutuhkan strategi untuk membuka ruang partisipasi publik 

Pertama, DPR dan Pemerintah harus segera menyepakati bentuk kelembagaan
OPDP. Belum adanya titik temu terkait OPDP menjadi faktor belum disahkannya
RUU PDP yang turut serta berimplikasi pada tertundanya pembahasan
perubahan kedua UU ITE. Menjadikan OPDP sebagai sebuah lembaga
independen yang diisi oleh beberapa komisioner yang berasal dari unsur
praktisi, akademisi, dan perwakilan Kominfo sebenarnya telah menjadi satu
bentuk yang ideal.

Kedua, pembahasan dua rancangan undang-undang dapat dilakukan
menggunakan omnibus legislative technique. RUU PDP dan perubahan kedua
UU ITE dapat dilakukan secara bersamaan ketika telah terdapat format, metode,
dan teknik penyusunan undang-undang dengan menggunakan metode
omnibus yang dipadukan dengan kodifikasi hukum. 

Ketiga, memasukkan ketentuan terkait dengan petisi online dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Penggunaan mekanisme tersebut bertujuan untuk membuat
masyarakat dapat berperan secara aktif untuk memberikan masukan kepada
DPR dalam proses pembentukan undang-undang. Melalui petisi online, maka
ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya kepada pembentuk
undang-undang terkait muatan isi yang terdapat dalam RUU PDP dan
perubahan kedua UU ITE.
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